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WALIKOTA PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN 
NOMOR 35 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 2015 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH SERTA PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PARIAMAN, 
 

 
Menimbang : a. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

b. 
 

 
 
 

 
 

 

c. 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; telah ditetapkan 
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja 
Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Desa; 
 

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah serta 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Desa perlu disempurnakan agar lebih serasi dan sinergi 
dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana 
Kerja Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan Desa. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang 
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 
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  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa       
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  
Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 

Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Pariaman. 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan Desa, diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4),ayat (5) dihapus dan ditambah, 

sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
  

(1)  Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 

kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
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pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan 

masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
bencana desa. 

(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dalam sub 
bidang: 

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 

operasional pemerintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 
kearsipan; 

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; 

dan 
e. pertanahan.  

(3)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam sub 

bidang: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 

e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 

g. energi dan sumberdaya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(4)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi dalam sub 

bidang: 

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan keagamaan; 

c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat. 

(5)   Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi dalam sub 
bidang: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur desa; 

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 

g. perdagangan dan perindustrian. 

(6)   Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub 
bidang: 

a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan mendesak. 
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 15 

(1)  Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (3) huruf b dilakukan  untuk menemukenali potensi dan peluang 

pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. 
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(2)  Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menjadi   dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana 
kegiatan. 

(3)  Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa 

serta penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

 

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 
 

 Pasal 22 

(1)   Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas 
dan menyepakati sebagai berikut: 

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari 

visi dan misi kepala Desa; dan 

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2)   Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah 
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa serta penangulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak desa. 

(3)   Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

membahas sebagai berikut: 

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) 
tahun; 

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan 

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh 
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, 

dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

 
4. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 49 

 

(1)   Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak desa. 

(2)   Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi 
prioritas program dan kegiatan yang didanai:  

a. pagu indikatif Desa;  

b. pendapatan asli Desa; 

c. swadaya masyarakat Desa; 

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan  

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah Kota Pariaman. 



5 
 

(3)   Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
Desa yang meliputi:  

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;  

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia;  

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;  

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;  

f. pendayagunaan sumber daya alam; 

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan 

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 
Desa. 

 
5. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 54 
 

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: 
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan 
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. 

(2)  Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, 
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

 
6. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 56 

 

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau 
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 

 
7. Ketentuan Pasal 59 dihapus. 

 

8. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus.  
 
9. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 62 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 62 
 

(1)  Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 

Desa. 

(2)  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah 
Kota Pariaman melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3)  Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan pembimbingan teknis. 

 
10. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 64 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 64 
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Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan. 

 

11. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 68 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68 

 
(1)   Pelaksanaan kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong 

masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan: 

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, 
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur 

masyarakat; 

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang 
berbentuk barang; 

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga; 

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan 

e. penetapan jadwal kerja. 

 

12. Ketentuan Pasal 71 dihapus.  

13. Ketentuan Pasal 73 dihapus 

14. Ketentuan Pasal 74 dihapus. 

15. Ketentuan Pasal 81 dihapus 

16. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) dihapus. 

 

Pasal II  
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. 

 
 

Ditetapkan di Pariaman 

pada tanggal 8 Oktober 2018 
 

WALIKOTA PARIAMAN, 
 
 

   
 

MUKHLIS R 

 
 

 
Diundangkan di Pariaman 
pada tanggal 8 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, 
 
 

  
           

                      INDRA SAKTI 
 
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 35 

 
 

 


